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Abstrak

Surat edaran merupakan salah satu instrumen kebijakan administratif yang banyak
digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun tidak termasuk dalam hierarki
peraturan perundang-undangan. Persoalan muncul ketika materi surat edaran beririsan
dengan peraturan formal yang mengatur objek yang sama. Penelitian ini bertujuan
menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum surat edaran dalam sistem hukum Indonesia
serta implikasi yuridis Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun
2026 terhadap kepastian hukum dan tata kelola birokrasi, khususnya kepatuhan Aparatur
Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi,
interpretasi, sistematisasi, dan penalaran hukum dengan menggunakan teori kewenangan,
teori hierarki norma, serta asas lex superior derogat legi inferiori. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa surat edaran lebih tepat dikualifikasikan sebagai beleidsregel yang
kekuatan mengikatnya bersifat administratif dan bergantung pada kewenangan yang sah
serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran Kepala BKN
Nomor 2 Tahun 2026 menunjukkan adanya ekspansi normatif dibandingkan Permendagri
Nomor 10 Tahun 2024, terutama mengenai waktu penggunaan batik Korpri. Kondisi tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan kepatuhan ASN. Oleh
karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara BKN dan Kementerian Dalam Negeri.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Beleidsregel; Hierarki Norma; Kepastian Hukum; Surat
Edaran.

Abstract

A circular letter is an administrative policy instrument widely used in government
administration, despite not being included in the hierarchy of laws and regulations. Issues
arise when the content of a circular letter overlaps with formal regulations governing the
same subject matter. This study aims to analyze the legal status and binding force of circular
letters within the Indonesian legal system, as well as the juridical implications of Circular
Letter of the Head of the National Civil Service Agency (BKN) Number 2 of 2026 on legal
certainty and bureaucratic governance, specifically regarding Civil State Apparatus (ASN)
compliance. This study employs a normative legal research method with a statutory
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approach. Legal materials were analyzed qualitatively through inventory, interpretation,
systematization, and legal reasoning using authority theory, the hierarchy of norms theory,
and the lex superior derogat legi inferiori principle. The results indicate that a circular letter is
more appropriately qualified as a policy rule (beleidsregel), whose binding force is
administrative and dependent on lawful authority as well as conformity with higher laws and
regulations. Circular Letter of the Head of BKN Number 2 of 2026 exhibits normative
expansion compared to Minister of Home Affairs Regulation Number 10 of 2024, particularly
regarding the schedule for wearing Korpri batik. This condition has the potential to create
legal uncertainty and inconsistent ASN compliance. Therefore, policy harmonization between
BKN and the Ministry of Home Affairs is required.

Keywords: Civil State Apparatus; Policy Rule; Hierarchy of Norms; Legal Certainty; Circular
Letter.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap
tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya, setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus tunduk pada prinsip legalitas,
kepastian hukum, dan tertib hukum[1]. Dalam sistem hukum nasional, prinsip tersebut
tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan tersebut membangun sistem norma yang
berjenjang sehingga keberlakuan suatu norma tidak dapat dilepaskan dari kesesuaiannya
dengan norma yang mempunyai kedudukan lebih tinggi[2]. Dalam konteks tersebut, asas lex
superior derogat legi inferiori menjadi salah satu instrumen penting untuk menyelesaikan
konflik norma. Asas ini pada prinsipnya menegaskan bahwa peraturan atau norma yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi[3]. Penerapan asas
tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga konsistensi sistem hukum, tetapi juga
untuk memastikan bahwa tindakan dan kebijakan administratif pemerintah tetap berada
dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Permasalahan menjadi lebih kompleks karena penyelenggaraan pemerintahan tidak
hanya dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan formal, tetapi juga melalui
berbagai instrumen administratif, salah satunya surat edaran. Dalam praktik birokrasi, surat
edaran sering digunakan karena mampu memberikan petunjuk, penjelasan, koordinasi, dan
penyeragaman pelaksanaan kebijakan secara relatif cepat dan fleksibel. Secara doktrinal,
surat edaran tidak ditempatkan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat edaran lebih
tepat dipahami sebagai peraturan kebijakan atau beleidsregel yang lahir dari kebutuhan
administrasi pemerintahan[4]. Sebagai peraturan kebijakan, surat edaran pada dasarnya
tidak dimaksudkan untuk menciptakan norma peraturan perundang-undangan baru, tetapi
berfungsi memberikan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.
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Karakter tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas penggunaan surat edaran tetap
memiliki batas yuridis. Surat edaran tidak seharusnya digunakan untuk menambah,
mengurangi, mengubah, atau menyimpangi hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan. Apabila surat edaran digunakan seolah-olah memiliki
kekuatan mengikat yang setara dengan suatu regulasi formal, kondisi tersebut dapat
menimbulkan persoalan kepastian hukum, legitimasi kebijakan, dan tertib administrasi
pemerintahan[5]. Persoalan menjadi semakin signifikan ketika materi surat edaran memasuki
bidang yang sebelumnya telah diatur secara tegas oleh instrumen hukum lain yang memiliki
karakter regulatif.

Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam penerbitan Surat Edaran Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik
Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Surat edaran tersebut
mengarahkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia dan perwakilan
Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri untuk menggunakan pakaian seragam
batik Korpri pada beberapa waktu tertentu, yaitu setiap hari Kamis, upacara hari ulang tahun
Korpri, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari besar nasional, upacara bendera kecuali
ditentukan lain oleh pejabat berwenang, pelantikan pegawai ASN pejabat manajerial dan
fungsional, serta rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri[6]. Surat edaran
tersebut juga mengarahkan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pusat dan daerah
untuk menggerakkan pegawai ASN menggunakan seragam batik Korpri sesuai ketentuan
tersebut.

Di sisi lain, pengaturan mengenai pakaian dinas ASN di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah ditentukan melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah[6]. Pasal 18 ayat (1) Permendagri
tersebut menentukan bahwa pakaian seragam batik Korpri digunakan pada saat upacara
hari ulang tahun Korpri, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari besar nasional, serta rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri[6]. Dengan demikian, terdapat perbedaan
cakupan pengaturan antara Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 dengan
Permendagri Nomor 10 Tahun 2024. Salah satu perbedaan yang paling terlihat adalah
dimasukkannya penggunaan batik Korpri setiap hari Kamis dalam Surat Edaran BKN,
sedangkan ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor
10 Tahun 2024.

Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang lebih mendasar daripada
sekadar menentukan apakah surat edaran termasuk atau tidak termasuk dalam hierarki
peraturan perundang-undangan. Persoalan utamanya adalah sejauh mana badan atau
pejabat pemerintahan dapat menggunakan beleidsregel untuk memberikan instruksi
administratif yang cakupannya lebih luas daripada ketentuan regulasi formal yang mengatur
materi serupa. Dalam keadaan ketika surat edaran dipatuhi secara luas oleh aparatur
pemerintahan, batas antara pedoman administratif dengan norma yang secara faktual
menciptakan kewajiban menjadi semakin tipis. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan
ketidakpastian mengenai instrumen hukum mana yang harus menjadi dasar kepatuhan ASN.
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Permasalahan tersebut dapat dianalisis pertama-tama melalui teori kewenangan.
Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi tindakan
pemerintahan. Setiap tindakan badan atau pejabat pemerintahan harus bertumpu pada
kewenangan yang sah, baik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi maupun mandat[7].
Dengan demikian, penilaian terhadap Surat Edaran BKN Nomor 2 Tahun 2026 tidak cukup
dilakukan dengan melihat tujuan administratifnya, tetapi harus pula menelaah sumber
kewenangan BKN dan batas substansi yang dapat diatur melalui instrumen surat edaran.
Kewenangan pemerintahan tidak hanya mensyaratkan adanya dasar hukum, tetapi juga
menuntut adanya kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan ruang lingkup
kewenangan yang diberikan.

Landasan teoretis kedua adalah teori hierarki norma. Hans Kelsen memandang
norma hukum sebagai suatu sistem yang berjenjang, di mana keberlakuan norma yang lebih
rendah bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Dalam perspektif tersebut,
validitas suatu norma tidak dapat dilepaskan dari kesesuaiannya dengan norma yang
menjadi dasar pembentukannya[8]. Teori tersebut memperoleh relevansi dalam penelitian ini
karena surat edaran sebagai instrumen administratif tidak dapat ditempatkan terlepas dari
sistem hukum yang mengatur kewenangan badan pemerintahan. Asas lex superior derogat
legi inferiori selanjutnya digunakan sebagai prinsip analitis dalam menilai kemungkinan
terjadinya pertentangan atau ketidaksesuaian substansi antara instrumen kebijakan
administratif dengan regulasi yang mempunyai kedudukan hukum lebih kuat[9].

Penelitian terdahulu telah banyak membahas kedudukan surat edaran dalam sistem
hukum Indonesia. Hanum menyimpulkan bahwa surat edaran merupakan bentuk peraturan
kebijakan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan[10].
Yusdheaputra juga menunjukkan bahwa Surat Edaran Menteri tidak dapat diklasifikasikan
sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan kebijakan administratif[11].
Sementara itu, Simatupang menegaskan bahwa surat edaran tidak dapat digunakan untuk
menambah, mengubah, atau menganulir materi muatan suatu peraturan yang menjadi dasar
penerbitannya[12]. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih
membahas kedudukan surat edaran secara umum atau menggunakan objek surat edaran
yang berbeda. Belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara
Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 dengan Permendagri Nomor 10 Tahun
2024 dalam konteks kepatuhan ASN dan tata kelola birokrasi. Titik inilah yang menjadi ruang
kebaruan penelitian.

Untuk memecahkan persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian
hukum normatif digunakan karena fokus kajian diarahkan pada norma, asas, doktrin, serta
hubungan antar-instrumen hukum[13]. Pemecahan masalah dilakukan melalui beberapa
tahapan. Pertama, mengidentifikasi karakter dan kedudukan hukum surat edaran sebagai
beleidsregel serta menganalisis dasar kewenangan BKN dalam menerbitkan Surat Edaran
Nomor 2 Tahun 2026. Kedua, melakukan perbandingan materi muatan Surat Edaran Kepala
BKN Nomor 2 Tahun 2026 dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 menggunakan teori
hierarki norma dan asas lex superior derogat legi inferiori. Ketiga, menganalisis implikasi
yuridis hubungan kedua instrumen tersebut terhadap kepastian hukum, kepatuhan ASN, dan
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tata kelola birokrasi. Bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif-normatif melalui
interpretasi, sistematisasi, dan penalaran hukum secara deduktif[14].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan
dan kekuatan hukum surat edaran dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis
implikasi yuridis Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 terhadap kepastian hukum
dan tata kelola birokrasi, khususnya dalam aspek kepatuhan ASN. Penelitian ini sekaligus
diarahkan untuk merumuskan batas normatif penggunaan surat edaran sebagai instrumen
kebijakan administratif agar kebutuhan akan fleksibiltas dalam penyelenggaraan
pemerintahan tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan asas legalitas, hierarki norma, dan
kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal (normative legal
research) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas hukum,
peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum[15]. Pendekatan utama yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan
menelaah dan membandingkan berbagai instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan
objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan
hukum Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 serta
kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2024, serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder terdiri
atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan
teori kewenangan, hierarki norma, beleidsregel, asas lex superior derogat legi inferiori,
kepastian hukum, dan tata kelola birokrasi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi,
dan penelusuran sumber hukum daring melalui situs resmi lembaga pemerintah dan jaringan
dokumentasi hukum. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif
melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi hukum[16]. Analisis
dilakukan dengan menggunakan teori kewenangan untuk menilai dasar dan batas
kewenangan penerbitan surat edaran, serta teori hierarki norma untuk menilai konsistensi
materi Surat Edaran BKN dengan regulasi yang relevan. Kesimpulan ditarik secara deduktif
guna menghasilkan argumentasi mengenai kedudukan surat edaran, potensi konflik norma,
serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kepatuhan ASN.

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research BREII1)



E-ISSN: 3025-0994 Halaman 14051-14063
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran dalam Sistem Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat edaran dalam sistem hukum
Indonesia harus dibedakan secara tegas dari peraturan perundang-undangan. Pembedaan
tersebut penting karena dalam praktik administrasi pemerintahan surat edaran sering kali
diperlakukan sebagai instrumen yang harus dipatuhi oleh aparatur, meskipun secara formal
tidak ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga
peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam susunan tersebut, surat edaran tidak disebutkan
sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang mengakui keberadaan
peraturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga atau pejabat di luar hierarki Pasal 7,
termasuk peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
dibentuk berdasarkan undang-undang atau atas perintah undang-undang. Namun,
pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap produk hukum yang diterbitkan oleh badan
atau pejabat pemerintahan secara otomatis berstatus sebagai peraturan perundang-
undangan. Karakter suatu produk hukum tetap harus ditentukan berdasarkan bentuk, dasar
kewenangan, prosedur pembentukan, dan materi muatannya. Karena itu, surat edaran tidak
dapat disamakan begitu saja dengan “peraturan” yang dimaksud dalam Pasal 8 hanya
karena surat tersebut diterbitkan oleh lembaga pemerintahan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hanum yang menempatkan surat edaran
sebagai peraturan kebijakan atau beleidsregel, bukan sebagai peraturan perundang-
undangan dalam arti formal. Yusdheaputra juga menegaskan bahwa surat edaran menteri
tidak dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan
instrumen kebijakan administratif[17]. Sementara itu, Simatupang menekankan bahwa surat
edaran pada hakikatnya berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dan
tidak dapat digunakan untuk menambah, mengubah, maupun menganulir materi peraturan
yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, keberadaan surat edaran harus dipahami dalam
kerangka hukum administrasi pemerintahan, bukan semata-mata dalam struktur hierarki
peraturan perundang-undangan.

Sebagai beleidsregel, surat edaran muncul dari kebutuhan pemerintahan untuk
menjalankan tugas secara efektif dan responsif. Administrasi pemerintahan tidak selalu
dapat menunggu pembentukan regulasi formal ketika diperlukan koordinasi, petunjuk teknis,
penyeragaman tindakan, atau interpretasi terhadap suatu kebijakan. Dalam konteks
tersebut, peraturan kebijakan memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengarahkan
pelaksanaan kewenangannya. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tidak bersifat tanpa batas.
Surat edaran tetap tunduk pada asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,
serta norma hukum yang menjadi dasar kewenangan badan atau pejabat yang
menerbitkannya[18]. Dengan kata lain, fleksibilitas administratif tidak boleh berubah menjadi
kewenangan membentuk norma baru tanpa dasar hukum.
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Teori kewenangan memberikan landasan penting untuk menentukan batas tersebut.
Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada
kewenangan yang sah, baik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.
Dalam konteks penerbitan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026, analisis
kewenangan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah BKN memiliki kewenangan
dalam bidang kepegawaian. Yang harus diperiksa lebih jauh adalah apakah substansi yang
dimuat dalam surat edaran tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup kewenangan BKN
dan apakah bentuk surat edaran merupakan instrumen yang tepat untuk mewujudkan
kebijakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan
dasar mengenai penyelenggaraan Manajemen ASN. Pasal 26 menempatkan Presiden
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan
Manajemen ASN, dengan sebagian kewenangan didelegasikan kepada kementerian
dan/atau lembaga yang melaksanakan fungsi tertentu dalam Manajemen ASN[19].
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 selanjutnya menentukan bahwa BKN mempunyai
tugas dalam perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan
pelayanan, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, serta pengawasan
penerapan Sistem Merit[20]. Hal ini menunjukkan bahwa BKN mempunyai dasar
kewenangan yang kuat dalam bidang Manajemen ASN. Selain itu, ruang lingkup Manajemen
ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga mencakup penguatan
budaya kerja dan citra institusi[21].

Dasar tersebut menjelaskan rasionalitas penerbitan Surat Edaran Kepala BKN Nomor
2 Tahun 2026. Surat edaran itu sendiri menyatakan bahwa peningkatan penggunaan
seragam batik Korpri dimaksudkan untuk memperkuat identitas, kesetiakawanan, kolaborasi,
budaya kerja, citra institusi, dan jiwa korsa ASN. Dengan demikian, dari aspek tujuan
kebijakan terdapat hubungan dengan kewenangan BKN di bidang Manajemen ASN. Akan
tetapi, adanya kewenangan secara umum di bidang Manajemen ASN tidak serta-merta
berarti bahwa setiap substansi teknis dapat diatur melalui bentuk surat edaran. Aspek
kewenangan harus dibedakan dari aspek bentuk dan materi muatan instrumen hukum.

Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, keberlakuan suatu norma berkaitan
dengan norma yang menjadi dasar validitasnya. Norma yang lebih rendah harus bersumber
dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi [8]. Prinsip tersebut kemudian
tercermin dalam asas lex superior derogat legi inferiori, yang berfungsi menjaga konsistensi
sistem hukum ketika terdapat ketidaksesuaian antar-norma[12]. Namun, penerapan asas lex
superior terhadap surat edaran tidak dapat dilakukan secara mekanis seolah-olah surat
edaran merupakan salah satu jenjang dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011. Surat edaran dan peraturan perundang-undangan memiliki karakter hukum
yang berbeda.

Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara surat edaran dan peraturan
perundang-undangan, persoalan hukumnya bukan semata-mata “peraturan mana yang lebih
tinggi”, melainkan apakah kebijakan administratif tersebut masih sesuai dengan dasar
kewenangannya dan tidak menyimpangi norma hukum yang mengikat. Dalam keadaan
demikian, peraturan perundang-undangan tetap menjadi parameter normatif yang harus
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diprioritaskan. Asas lex superior berfungsi sebagai prinsip pengendali konsistensi,
sedangkan teori kewenangan menentukan apakah tindakan administratif tersebut berada
dalam batas kekuasaan yang sah.

Kekuatan hukum surat edaran dengan demikian bersifat administratif dan derivatif.
Surat edaran dapat mempunyai daya ikat dalam hubungan internal pemerintahan atau
terhadap aparatur yang berada dalam ruang lingkup kebijakan administratif tertentu,
sepanjang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan materinya sesuai dengan hukum.
Namun, kekuatan tersebut tidak identik dengan daya ikat peraturan perundang-undangan
yang mengandung norma umum dan dibentuk berdasarkan kewenangan regulatif. Surat
edaran juga tidak dapat memperoleh kekuatan setara dengan peraturan formal hanya
karena dalam praktik dipatuhi secara luas.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kedudukan hukum
surat edaran berada di luar hierarki formal peraturan perundang-undangan dan lebih tepat
dikonstruksikan sebagai beleidsregel. Kekuatan mengikatnya bersifat terbatas, administratif,
dan bergantung pada tiga persyaratan utama, yaitu adanya kewenangan yang sah,
kesesuaian materi dengan tujuan pemberian kewenangan, serta tidak adanya pertentangan
atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan konstruksi demikian,
surat edaran tetap memiliki fungsi penting dalam pemerintahan, tetapi tidak dapat dijadikan
sarana untuk mengambil alih fungsi regulasi formal. Batas inilah yang menjaga
keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas birokrasi dan tuntutan legalitas serta kepastian
hukum.

Implikasi Yuridis Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 terhadap Kepastian
Hukum dan Tata Kelola Birokrasi, Khususnya Kepatuhan ASN

Hasil perbandingan normatif menunjukkan adanya perbedaan materi antara Surat
Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 2024 dalam pengaturan waktu penggunaan seragam batik Korpri. Surat Edaran
Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 menentukan tujuh keadaan penggunaan batik Korpri,
yaitu setiap hari Kamis, upacara hari ulang tahun Korpri, tanggal 17 setiap bulan, upacara
hari besar nasional, upacara bendera kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang,
pelantikan pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional, serta rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan Korpri[22]. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 10 Tahun
2024 menetapkan empat keadaan, yaitu upacara hari ulang tahun Korpri, tanggal 17 setiap
bulan, upacara hari besar nasional, serta rapat atau pertemuan yang diselenggarakan
Korpri.

Dengan demikian, terdapat tiga keadaan tambahan dalam Surat Edaran BKN yang
tidak secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 10 Tahun
2024, yaitu setiap hari Kamis, upacara bendera, dan pelantikan pegawai ASN pejabat
manajerial dan fungsional. Fakta normatif tersebut merupakan pusat persoalan penelitian
karena Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 justru mencantumkan Permendagri
Nomor 10 Tahun 2024 sebagai salah satu dasar hukumnya. Artinya, surat edaran yang
menjadikan suatu regulasi sebagai dasar kebijakan pada saat yang sama memperluas
keadaan penggunaan seragam yang secara eksplisit tercantum dalam regulasi tersebut.
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Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai
konflik norma. Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 menggunakan frasa
“‘digunakan pada saat” dan kemudian menyebutkan empat keadaan, tetapi tidak
menggunakan kata “hanya”. Secara tekstual masih terdapat ruang interpretasi mengenai
apakah daftar tersebut dimaksudkan sebagai daftar tertutup (closed list) atau sebagai
ketentuan minimum yang masih memungkinkan penambahan berdasarkan kebijakan lain.
Oleh sebab itu, terminologi yang lebih tepat pada tahap analisis adalah adanya ketegangan
atau ekspansi normatif, bukan langsung menyatakan telah terjadi pertentangan hukum.

Namun, pendekatan sistematis memberikan alasan untuk memperlakukan ketentuan
Pasal 18 sebagai norma yang memiliki fungsi penyeragaman. Permendagri Nomor 10 Tahun
2024 dibentuk antara lain untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban penggunaan
pakaian dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
Apabila waktu penggunaan pakaian dinas yang telah ditetapkan melalui peraturan menteri
dapat diperluas secara bebas melalui surat edaran lembaga lain, tujuan keseragaman
tersebut berpotensi terganggu. Karena itu, tambahan waktu penggunaan batik Korpri perlu
dinilai tidak hanya dari aspek bahasa norma, tetapi juga dari tujuan, kewenangan
pembentuk, dan sistem pengaturan pakaian dinas secara keseluruhan.

Aspek lain yang penting adalah ruang lingkup kedua instrumen. Surat Edaran BKN
Nomor 2 Tahun 2026 ditujukan kepada ASN pada instansi pusat dan instansi daerah.
Sementara itu, Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 secara khusus mengatur ASN di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Konsekuensinya,
ketegangan normatif paling nyata terjadi pada ASN Kementerian Dalam Negeri dan
pemerintah daerah karena kedua instrumen berlaku pada subjek yang sama. Sebaliknya,
bagi ASN pada kementerian atau lembaga pusat di luar Kementerian Dalam Negeri,
Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak secara langsung menjadi pengaturan pakaian
dinas mereka. Dengan demikian, tidak tepat menyatakan bahwa SE BKN bertentangan
dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 untuk seluruh ASN secara nasional.
Persoalannya terutama berada pada wilayah irisan kewenangan dan subjek pengaturan.

Dari aspek kewenangan, BKN mempunyai legitimasi untuk merumuskan dan
menetapkan kebijakan teknis Manajemen ASN. Tujuan Surat Edaran BKN untuk
memperkuat budaya kerja, identitas, dan citra institusi juga dapat dikaitkan dengan ruang
lingkup Manajemen ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Namun
demikian, kewenangan umum dalam Manajemen ASN tidak dapat dibaca sebagai
kewenangan untuk mengesampingkan ketentuan spesifik yang telah dibentuk oleh
kementerian yang berwenang mengatur pakaian dinas ASN di lingkungan Kemendagri dan
pemerintah daerah. Dalam perspektif hukum administrasi, penggunaan kewenangan harus
memperhatikan unsur dasar hukum, tujuan pemberian kewenangan, dan konformitas hukum.

Implikasi pertama dari kondisi tersebut adalah terhadap kepastian hukum. Kepastian
hukum menuntut agar aparatur dapat mengetahui secara jelas aturan apa yang harus
dilaksanakan. Ketika satu peraturan menteri menentukan empat keadaan penggunaan batik
Korpri, sedangkan surat edaran yang terbit kemudian menentukan tujuh keadaan, ASN dan
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menghadapi pertanyaan mengenai instrumen mana
yang harus menjadi pedoman utama. Masalah tersebut menjadi lebih nyata jika pemerintah
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daerah tertentu menerapkan ketentuan Surat Edaran BKN, sementara daerah lain tetap
mendasarkan kebijakan pakaian dinasnya secara ketat pada Permendagri Nomor 10 Tahun
2024. Perbedaan implementasi seperti itu berpotensi mengurangi tujuan penyeragaman
yang hendak dicapai oleh kebijakan pakaian dinas.

Implikasi kedua berkaitan dengan kepatuhan ASN. Kepatuhan dalam birokrasi tidak
cukup dipahami sebagai ketaatan terhadap setiap instruksi administratif yang diterima.
Kepatuhan yang sesuai dengan prinsip negara hukum adalah kepatuhan substantif, yaitu
kepatuhan yang tetap mempertimbangkan validitas, kewenangan, dan konsistensi instrumen
yang menjadi dasar perintah. ASN memang terikat pada tata kelola dan perintah kedinasan
yang sah, tetapi aparatur juga bekerja dalam sistem hukum yang menempatkan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, surat
edaran tidak seharusnya menempatkan ASN dalam keadaan harus memilih antara
kepatuhan terhadap instruksi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi formal.

Implikasi ketiga menyangkut koordinasi pusat dan daerah. Pengaturan ASN berada
pada ruang pemerintahan yang melibatkan berbagai institusi. BKN mempunyai fungsi dalam
Manajemen ASN, sedangkan Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan yang erat
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan telah menetapkan pengaturan khusus
pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah daerah. Ketika kebijakan kedua institusi
beririsan, harmonisasi menjadi prasyarat bagi tata kelola birokrasi yang baik. Kebijakan
administratif yang tidak terkoordinasi dapat menghasilkan fragmentasi pelaksanaan
meskipun masing-masing lembaga memiliki tujuan kebijakan yang dapat dibenarkan.

Implikasi keempat adalah terhadap prinsip Good Governance. Pemerintahan yang baik
mensyaratkan adanya kepastian hukum, kecermatan, koordinasi, penggunaan kewenangan
sesuai tujuan, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Dalam perspektif tersebut,
masalah utama Surat Edaran BKN Nomor 2 Tahun 2026 bukan terletak pada tujuan
mendorong penggunaan batik Korpri, sebab tujuan memperkuat identitas dan jiwa korsa
ASN memiliki rasionalitas administratif. Persoalannya adalah kesesuaian antara tujuan
tersebut dengan instrumen yang digunakan. Suatu tujuan administratif yang baik tetap harus
diwujudkan melalui bentuk hukum yang tepat.

Prinsip lex superior derogat legi inferiori dalam kasus ini karena itu harus diterapkan
secara kontekstual. Permendagri merupakan peraturan perundang-undangan yang
mempunyai dasar kewenangan regulatif, sedangkan surat edaran merupakan kebijakan
administratif. Karena keduanya tidak berada dalam satu susunan hierarki formal yang sama,
persoalannya bukan sekadar menentukan posisi vertikal. Apabila substansi surat edaran
ternyata tidak dapat diselaraskan melalui interpretasi dengan Permendagri, maka norma
dalam peraturan menteri harus menjadi rujukan utama pada ruang lingkup yang diaturnya.
Surat edaran tidak dapat digunakan untuk meniadakan atau mengubah ketentuan dalam
peraturan menteri.

Hasil penelitian ini karenanya tidak menyimpulkan secara absolut bahwa Surat Edaran
BKN Nomor 2 Tahun 2026 tidak sah. BKN mempunyai dasar kewenangan di bidang
Manajemen ASN dan tujuan kebijakan tersebut berhubungan dengan penguatan budaya
kerja ASN. Namun, penambahan waktu penggunaan batik Korpri di luar yang secara
eksplisit ditentukan dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 melahirkan ketegangan
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normatif yang perlu diselesaikan melalui harmonisasi kebijakan. Persoalan tersebut terutama
relevan bagi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang secara langsung
berada dalam ruang lingkup Permendagri Nomor 10 Tahun 2024.

Penyelesaian yang lebih menjamin kepastian hukum adalah melakukan sinkronisasi
antara BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Apabila penggunaan batik Korpri setiap hari
Kamis hendak dijadikan kebijakan yang bersifat tetap bagi ASN pemerintah daerah,
pengaturannya idealnya diintegrasikan ke dalam regulasi yang memang memiliki
kewenangan mengatur pakaian dinas, atau setidaknya ditegaskan melalui instrumen hukum
yang terkoordinasi. Dengan cara tersebut, tujuan memperkuat identitas dan budaya kerja
ASN tetap dapat dicapai tanpa menciptakan ambiguitas normatif.

Berdasarkan keseluruhan analisis, implikasi yuridis utama Surat Edaran BKN Nomor 2
Tahun 2026 bukan semata-mata persoalan pakaian dinas, melainkan menunjukkan
persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara kebijakan administratif dan kepastian
hukum. Surat edaran diperlukan agar birokrasi dapat bergerak cepat, tetapi fleksibilitas
tersebut harus tetap ditempatkan dalam batas kewenangan dan sistem norma yang berlaku.
Tata kelola birokrasi yang baik bukan hanya birokrasi yang patuh terhadap instruksi, tetapi
birokrasi yang memastikan bahwa setiap bentuk kepatuhan mempunyai dasar hukum yang
jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Surat edaran dalam sistem hukum Indonesia tidak termasuk dalam hierarki peraturan
perundang-undangan dan lebih tepat dikualifikasikan sebagai beleidsregel yang kekuatan
mengikatnya bersifat administratif serta bergantung pada kewenangan yang sah dan
kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2
Tahun 2026 menunjukkan adanya ekspansi normatif dibandingkan Permendagri Nomor 10
Tahun 2024, khususnya mengenai waktu penggunaan batik Korpri. Kondisi tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan kepatuhan ASN. Oleh
karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara BKN dan Kementerian Dalam Negeri
agar fleksibilitas administratif tetap berjalan tanpa mengabaikan asas legalitas, konsistensi
norma, dan kepastian hukum.
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